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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR5b TAHUN 2024,

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-
Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
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18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 288);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2021 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kotawaringin Timur
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor ...
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor ... ,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor ...);

14. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 35 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 35);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepubHk
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepaia Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah
pelaksanaan urusan pemerintahan
kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunetn daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah,

11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

3.

yang
yang

memimpm
menjadi

6.

7.

9.

Pasal2

APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3
direncanakanPendapatan

Rp2.284.188.714.000,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh
empat miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus
empat belas ribu rupiah) yang bersumber dari :
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan

Daerah sebesar Rp



-4-

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
sebesar

Rp425.800.792.793,00 (empat ratus dua puluh lima miliar
delapan ratus juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu

tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari
atas :

a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp245.878.634.793,00 (dua ratus
empat puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh delapan
juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus
sembilan puluh tiga rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl8.203.509.925,00
(delapan belas miliar dua ratus tiga juta lima ratus
sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rpl 1.276.789.000,00 (sebelas miliar dua ratus
tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan
ribu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rpl50.441.859.075,00 (seratus lima puluh miliar empat
ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh
sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 3 huruf direncanakana

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rpl.858.387.921.207,00
(satu triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar tiga
ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh
satu ribu dua ratus tujuh rupiah), yang terdiri dari atas :
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rpl.718.809.908.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan
belas miliar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus
delapan ribu rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat

Rpl39.578.013.207,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar
lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga belas ribu dua
ratus tujuh rupiah).

(1) huruf b  direncanakan sebesar
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Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar

Rp.- , yang terdiri dari atas :
a. pendapatan hibah;
b. dana darurat; dan

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp. -

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp. -

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp. -

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan
sebesar Rp2.352.307.199.900,00 (dua triliun tiga ratus lima
puluh dua miliar tiga ratus tujuh juta seratus sembilan puluh
sembilan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari :
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp 1.707.211.631,016,00
(satu triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus sebelas juta
enam ratus tiga puluh satu ribu enam belas rupiah), yang
terdiri dari atas :

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c, belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar 957.244.429.805,00

(sembilan ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus empat
puluh empat juta empat ratus dua puluh sembilan ribu
delapan ratus lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp659.651.794.011,00
(enam ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus lima
puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu
sebelas rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp. -

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp2.357.000.000,00 (dua miliar
tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah)

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp87.287.468.100,00 (delapetn
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puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta
empat ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp670.939.100,00 (enam
ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan
ribu seratus rupiah).

Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b direncanakan sebesar Rp342.541.075.894,00 (tiga ratus
empat puluh dua miliar lima ratus empat puluh satu juta
tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembdan puluh empat
rupiah), yang terdiri dari atas :
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan,jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya;
f. belanja modal aset tidak berwujud; dan
g. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp3.957.240.000,00 (tiga
miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus
empat puluh ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp55.641.302.911,00 (lima puluh lima miliar enam ratus
empat puluh satu juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus
sebelas rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp81.506.099.665,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus
enam juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam
puluh lima rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rpl97.516.416.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh
miliar lima ratus enam belas juta empat ratus enam belas
ribu rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
huruf e direncanakan sebesarpada

Rp2.940.017.318,00 (dua miliar sembilan ratus empat
puluh juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas
rupiah).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. -

(8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanaikan sebesar Rp980.000.000,00
(sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

(1)ayat

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.
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Pasal 11

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf d direncanakan sebesar Rp297.554.492.990,00 (dua
ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh
empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu sembilan
ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri dari atas :
a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp26.091.357.790,00 (dua
puluh enam miliar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima

puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada

sebesar(1) huruf b direncanakanayat
Rp271.463.135.200,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar
empat ratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh lima
ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025
direncanakan sebesar Rp78.118.485.900,00 (tujuh puluh
delapan miliar seratus delapan belas juta empat ratus delapan
puluh lima ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari :
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
sebesar

Rp78.118.485.900,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus
delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu
sembilan ratus rupiah), yang terdiri dari atas :
a. SiLPA anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
c. hash penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) SiLPA anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp78.118.485.900,00 (tujuh puluh delapan miliar seratus
delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu
sembilan ratus rupiah).

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. -

(4) Hash penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. -

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. -

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp. -

Pasal 12 huruf direncanakana
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(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. -

Pasal 14

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar RplO.000.000.000
(sepuluh miliar rupiah), yang terdiri dari atas :
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. pemberian pinjaman daerah; dan
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebelumnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. -
(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RplO.000.000.000
(sepuluh miliar rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp. -

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. -

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. -

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit
sebesar Rp68.118.485.900,00 (enam puluh delapan miliar
seratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh lima
ribu sembilan ratus rupiah).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan
direncanakan sebesar Rp68.118.485.900,00 (enam puluh
delapan miliar seratus delapan belas juta empat ratus
delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

terhadap pengeluaran pembiayaan

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang

diklasifikasikan menurut kelompok,
jenis, objek, rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat
penerima, dan besaran hibah;
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Daftar nama penerima, alamat

penerima, dan besaran bantuan
sosial;

Daftar nama penerima, alamat
penerima, dan besaran bantuan
keuangan bersifat umum dan bersifat
khusus;

Daftar nama penerima, alamat
penerima, dan besaran belanja bagi
basil;
Rincian dana otonomi khusus
menurut

daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan;
Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya
Alam pertambangan minyak bumi dan
pertambangan gas alam/tambahan
Dana Bagi Hasil minyak dan gas
bumi menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan;
Rincian dana tambahan infrastruktur

pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan; dan
Sinkronisasi kebijakan pemerintah
provinsi/kabupaten/kota pada daerah
perbatasan dalam Raperda tentang
APBD dan Raperkada tentang
Penjabaran APBD dengan program
prioritas perbatasan Negara.

pemerintahanurusan

menurut urusan

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X
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Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
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